PSR A R

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS KEHUTANAN

J1. Raden Salch No. 8A Padang Telp (0754) 7052725-7059311 Fax (0751) 70593511

Website  :  hitp/dishut sumbarprov.go.id
Kotak Pos 100 E-mail  © skpd@dishut-sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor: 53449 / 2288/ (sud - org
TENTANG

PENYIAPAN, PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUTAN KEMASYARAKATAN, HUTAN NAGARI,
HUTAN TANAMAN RAKYAT DAN KEMITRAAN KEHUTANAN PADA KPH AGAM RAYA

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan Penyiapan, Pembinaan dan
Pengembangan Hutan Kemasyarakatan, Hutan Nagari, Hutan
Tanaman Rakyat dan Kemitraan Kehutanan pada KPH Agam
Raya periu dilaksanakan sesuai dengan tata waktu yang telah
ditetapkan dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat Tahun 2019;

b. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan sesuai dimaksud
pada huruf a diatas, perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK),
Rencana Anggaran Biaya Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan;

c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dimaksud
pada huruf a dan b diatas, maka dipandang periu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera
Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19
Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tenteng Kehutanan
Menjadi Undang-undang;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negare;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendahan dan Evaluasi Pelaksanaan -
Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
~ Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan | ‘
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7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-11/2010
tentang Sistem Perencanaan Kehutanan;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.83/ MenLHK-1I/2016 tentang Perhutanan Sosial;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019;

. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 16 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019; —

. Peraturan Gubernur Sumatera Bara
tentang Pedoman Penatausahaan K

. Peraturan Gubernur Sumatera Ba
tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutana

. Peraturan Gubemur Sumatera Bara N
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaral

Memperhatikan

sndahara Penerimaal
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lampiran yang tidak terpisahkan

Pembiayaan kegiatan ini

Pelaksanaan Anggaran Satuan :
SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Suma
Penyiapan, Pembinaan dan Pe
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Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  : P
PadaTanggal

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubemur Sumatera Barat di Padang. :
2. Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera di Padang.
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di ang
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provi

5. Kepala Biro Administrasi Pembangui

6. Arsip
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